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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO . 

NOMOR 16 TAHUN 1996 SER1 A NO. 1 

PERAT-URAN DAERAH ·KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SUKOHARJO 

NOMOR : -4 TAHUN 1994 

TENTANG 
' - . 

PAJAK ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
, 

BUPATI KEPALA DAERAH TING~T II SUKOHARJO 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 
April 1954 tentang Penjualan Minuman Keras yang 
diundangkan da]am Lembaran Propinsi Jawa Tengah tangga] 
IO Oktober 1955 (Tambahan Seri C nr 44) dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 April 1954 tentang 
Pemungutan_ dan-- Penagihan Pajak atas Penjualan Minuman 
Keras yang diundangkan da]am Lembaran Propinsi Jawa 
Tengah ·tanggal 23 Desember 1955 (Tambahan Seri C nr 
66) ·sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini 
seh ingga perlu diganti; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan 
Peraturan Da~rah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
tentang Pajak atas ljin Penjualan Minuman Keras. 
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.. 

U d undang Nomor I J Tahun 1950 tentang Pe b 
J. On anhg-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro""'p· e~tukan 

aera - · Ins1 Jawa 
Tengah; 

U d 
undang Nomor 11 /Drt. Tahun 1957 ten tang Pe 2. n ang- raturan 

Umum Pajak Daerah; 

3_ Undang-undang Nomor 5 Tahun · J 974 tentang Pokok-pokok 
· Pemerintahan di Daerah; 

4_ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 
86/Men.Kes/Per/IV I 1977 tentang Minuman Keras; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, 
Pr~duksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak 
terdaftar pada · Departemen Kesehatan; 

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor I 53/R/ 
SK/1980 tanggal I 9 Januari 1980 tentang Tata Cara Perijinan 
Minuman Keras; · 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun I 993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan p tu D h 
P b h 

era ran aera 
eru a an; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten D h T. 
Nomor 8 Tahun 1986 aera tngkat II Sukoharjo 
dan Pemberhentian Peg tent~ng PenguSulan, Pengangkatan 

awa1 Nege · S • .1 . . . 
pada Pemerintah Kabupat D n 1P1 sebaga1 Peny1dik 

en aerah Tingkat II Sukoharjo. 

Dewan persetujuan Dewan Perwakilan Raky t 0 
II Sukoharjo. a. aerah Kabupaten Daerah Tingkat 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATE . . 
II SUKOHARJO TENTANG PAJAK N DAERAI-I TfN 
MINUMAN KERAS ATAs lJfN PEN GK.AT 

JlJALAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Sukoharjo; 

c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

d. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol 
tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, 
minuman keras golongan B dan minuman keras golongan 
C; 

e. Minuman Keras golongan A adalah minuman keras dengan 
kadar etanol (C

2 
H

5 
OH) satu perseratus sampai dengan lima 

perseratus; · · 

f. Minuman Keras golongan B adalah minuman keras dengan 
kadar etanol (C

2 
H

5 
OH) lebih dari Iima perseratus sampai 

dengan dua puluh perseratus; 

g. Minuman Keras golongan C adalah minuman keras dengan 
kadar etanol (C

2 
H

5 
OH) lebih dari dua puluh perseratus 

sampai dengan lima puluh lima perseratus); 

h. Ijin adalah ijin penjualan minuman keras yang dikeluarkan 
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 

1. Pajak adalah Pajak atas ljin penjualan minuman keras; 

J. Penjualan minuman keras adalah perusahaan yang men ju al 
minuman keras Golongan B dan C untuk diminum di tempat 
penjualan; 

k. Perusahaan adalah Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha 
Indonesia atau Orang Warga Negara Indonesia; 
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Kas Daerah adaiah Kas Pemerintah 
I. Tingkat II Sukoharjo. kabupaten D 

BAB II 

PERIJlNAN DAN PEND AFT ARAN 

Pasal 2 

. 

aet% 

(I) Penjualan minurnan. keras _di Wilayah ~~bupaten Dae 
Tinokat II SukoharJO ·harus mendapat l)m dari M ran 

o . d . . k enter; · Kesehatan atau Instans1 yang 1tun1u . 

. (2) Penjua1 yang telah 1nendapat ijin sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasa1 ini sebelum menjalank~n . usahanya Wajib 
mendaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah. -. . 

(3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
. ayat (2) Pasal . ini ditetapkan oleh · Bupati Kepala Daerah. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud aya( (2) .. Pasal m1 

dilaksanakan setiap tah un. 

BAB III 

OBYEK, SUBYEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN ~AJAK' 
. . 

Pasal 3 

(I) Penjual min um an k . . . . . . 
mendaftar sebagaima erads. Yang telah mendapat ijin dan 
.. d" na imak d 
tni ikenakan Pajak. su Pasal 2 Peraturan Daerah 

(2) PenjuaJ minum · · r 
I Pasa) . . an keras seb . . . 

m1 untuk selanjutnya aga~a?a dimaksud ayat ( 1) 
(3) Wilayah pemun rnen1ad1 Wajib Pajak 

Daerah Tingkat ~ul tasn Pajak adaJ h . 
Ukoha · a w ·1 . 

rJo. 1 ayah Kabupaten 
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BAB IV 

TARIP PAJAK l>AN CARA PEMBAYARANNYA 

. . 

,J I Pasal 4 1 , , 

• 
· Bagi Penjual minuman , keras dikenakan pajak rr 

a. Minuman keras Golongan B Rp. 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) ; 

b. Minuman keras Golongan C Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima 
ribu rupiah). 

Pasal 5 

(1) Apabila ijin diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan 
maka pembayarannya diperhitungkan menurut jangka waktu 
dipergunaka~ya ijin sebagai bagian_ dari Tahun Pajak yang 
bersangkutan dengan ketentuan sekurang-kurannya 3/12 
(tiga perduabelas)nya dari Tahun Pajak yang bersangk~tan. 

(2) Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan wajib pajak 
meninggal dunia at'au karc1:,a sebao lain ijin tidak 
dipergunakan oleh wajib pajak, maka besa111ya pajak yang 
menjadi tanggungan dipergunakan sebagai bagian dari tahun 
pajak yang bersangkutan dengan ketentuan -. sekurang-
kurangnya _ 3/12 (tiga perduabelas) nya dari tahun pajak 
yang bersangkutan . 

Pasal 6 

(I) · Kohir, regester ·atau daftar pajak disiapkan dan . ditetapkan 
oleh Bupati Kepala Daerah. 

(2) Kepada Wajib pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
yang merupakan kutipan daripada kohir dengan memuat 
tanggal pengiriman. · 

. . 
Pasal 7 

Pembayaran pajak dilakukan di muka, dengan ketentuan selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan 
Pajak Terhutang sudah hams dilunasi. 
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·Pasal. 8 I • 

.,, ' 
I • 

. b tan atas pembayaran . pajak ·sebagaini~a d' I 

Keterlam a turaII Daerah ini dikenakan denda sebes llltaJcsu4 
pasal 7h Perarseratus) dari besamya :pajak dengan k: lo¾ 
(sepulu pe d . d.1aktikan sekaligus. , . entuan 

. pembayaran d~n a I ) . . . . . . 

~ 

. . 
Pasal 9 l . 

t' ' ....... A, , ,. 

Semua penerimaan paj~ atas ijin seb~aimana dimaksud PasaJ 

4~ Peraturan Daerah ini .seluruhnya ?1setor ke Kas paerah . 
.. J> 

BAB V . . -

LARANGAN-PENJUALAN ·MINUMAN KERAS 

Di Wiiayah Kabupaten Daerah Tingkat II -S~koharjo dilarang: 

a. Menjual minuman keras "tanpa -ijin dan terdaftar; . 

b. Menjual minuman. keras kepada anak-anak yang diketahui 
atau P~t diduga belum mencapai usia 16 ( enam belas) 
tahun; .. 

• • J 

c. Menjual minuman ker . · . · · 
tepat peribad tan kas yang · lokasmya berdekatan dengan 

. ~ ' se olah atau rumah sakit· . 
d. Menjual minuman ker , 

Departemen Kesehatan· as · yang tidak terdaftar pada , 
e. Menjual minuman keras I . . . . 

di · · go ong B 
mmum d1 luar tempat Pen· anl dan goJongan c· yang 

. · ~ua an. 

BAB VI . ·,. 

PELAKSANAAN DAN PEN .. 
. GAWASAN 

Pasal 11 

( l) Pelaksanaan atas Peraturan D 
· . aera}i • . 

Dmas Kesehatan. · _ uu diseraJ..1-
. "-1.l(an -,_ 

· . ·~ePada 
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(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peratura~ Daerah ini ditugaskan 
· kepada Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat 
II Sukoharjo. 

. .. 
(3) Untuk menunjang ~egiatan pelaksanaan dan pengawasan 

diberikan biaya operasional yang besamya ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam 
Anggaran Pendapai:an dan Belanja baerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II S_ukoharjo. 

BAB VII I • • 

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 
I • 

Pasal 12 

• I 

(I) Pelanggaran atas Pasal 2, pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 
8 dan Pasal l O Perattiran Daerah ini diancam dengan 
hukuman kurungan -selama-Iam~nya 6 (enam) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- {Lima puluh ribu 
rupiah). 

(2) Hukuman terhadap pelanggar~n sebagaimana dimaksud ayat 
(I) Pasal ini dapat disertai penyitaan terh~dap mmuman 
keras yang dijual. · 

Pasal 13 

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia ya!)g bertugas 
menyidik tindak pidana. penyidikan atas tindak pidana.
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga 
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
di Iingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan 
kewenangannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku. 
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BAB VIJI 

KETENTUAN PENVTVP 

Pasal 14 
·- I 

• J 
_.,,,_ J 

(°" 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratura_n Daerah . . 
diatur Jebih lanjut oleh Bupati Kepala ~aerah sepanjang in, akan 

rnengen . 
pelaksanaannya., , .. .' .. , ~ .· ·( f ! • a, 

• • • , l 

Pasal 15 ~ 
I 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ~i maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 Apnl 19 54 ten tang Penjualan 
Minuman Keras yang diundangkan da!am ~e~baran Propinsi 
Jawa Tengah tanggaJ Io· 01'.'tober- I 955 (tambahan Seri c nr 
44) dan Peraturan Daerah .. K~bup!}ten Sukoharjo tanggal 28 
April I 954 tentang Pemungutan dan Penagihan atas Pajak 
Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran 
Propinsi_ Jawa Tengah tanggaI ~3 Desernber _ 1955 (Tambahan 
Seri C nr 66) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

,\ ~ f • 

· · r I r. 
· ~ PasaJ 16 
r . ' 

.' 

Peraturan Daera_h ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

· Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini denoan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tipgkat II Sukoharjo. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAHTfNGKAT H 

SUKOHARJO 
KETUA r 

SOEBENI 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Sukoharjo 
30 Juni 1994 

I #' 

BUPATJ KEPALA DA~RA~~T;GKAT II 
, SUKOHAR.Jo , 

I . . 
TTD 

Ir. TEnJosvi\ifII\To , 
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DISAHKAN 
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia 
No. : 973.535.33-817 Tgl. : .4 Oktober 1996 

Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Dacrah 
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah 

SURATIVIAN 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
Nomor : 16 Tahun 1996 Seri A No. 1 

Pada tanggal 16 Oktober 1996 
Sek.retaris Wilayah/Daerah 

Drs. SRI HARDONO 

Pembina Tk. I 
NIP. 010071319 

T . 
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